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ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Aplikasi Whistleblowing System Sebagai Salah
Satu Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan berbagai fenomena,
yaitu penerapan Aplikasi Whistleblowing System di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
yang merupakan bentuk inovasi dalam pengawasan dan pelaporan pengaduan, melihat peranan
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengoordinasi penanganan dan tindak
lanjut atas pengaduan terkait dengan tindak pidana korupsi, serta bagaimana Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan mengintegrasikan aplikasi penanganan pengaduan dengan KPK RI
Penelitian ini menggunakan kebijakan dari Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 12
Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Jenis penelitian ini
adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer dan sekunder,
sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Informan penelitian ini dipilih secara purposive dan terdiri atas Supervisior
Verifikasi Pengaduan, Administrator Whistleblowing System, Salah satu Tim Pengelola
Whistleblowing System Penelitian ini menggunakan teori dari Charles O. Jones yang terdiri
dari tiga variabel yaitu, pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan/aplikasi. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Aplikasi Whistleblowing System pada
Inspektorat Dacrah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 belum berjalan dengan baik pada
dua variabel, yaitu pada perngorganisasian dan interpretasi. Pada penelitian ini menyarankan
kepada Unit Pengelola Aplikasi Whistleblowing System untuk penguatan petugas di Unit
Pengelola Aplikasi Whistleblowing System, menambah fasilitas perlengkapan, alat kerja,
sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan petugas untuk mengelola Aplikasi
Whistleblowing System, melakukan sosialisasi berkelanjutan di Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan dan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan, dan menerbitkan petunjuk pelaksanaan
dan petunjuk teknis mengenai kebijakan aplikasi Whistleblowing System.

Kata Kunci : Implementasi, aplikasi Whistleblowing System
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ABSTRACT

This study discusses the implementation of the Whistleblowing System Application as One of
the Efforts to Eradicate Corruption Crimes at the Regional Inspectorate of South Sumatra
Province in 2021. This research is motivated by various phenomena, namely the application of
the Whistleblowing System Application in the South Sumatra Provincial Government which is
a form of imnovation in monitoring and reporting complaints, looking at the role of the
Regional Inspectorate of South Sumatra Province in coordinating the handling and follow-up
of complainis related o corruption, as well as how the South Sumatra Provincial Government
mtegrates complaints handling applications with the Republic of Indonesia’s anti-corruption
commission. This study uses the policy of the South Sumatra Governor Regulation Number 12
of 2021 concerning Procedures for Handling Complaints in Efforts to Eradication of
Corruption in the South Sumatra Provincial Government. This type of research is qualitative
research. The types of data used are primary and secondary data, while data collection
techniques are carried ouf through observation, interviews, and documentation. The
informants of this study were selected purposively and consisted of a Complaint Verification
Supervisor, Whistleblowing System Administrator, one of ihe Whistleblowing Sysiem
Management Teams. The results of this study indicate that the implementation of the
Whistleblowing Svstem Application at the Regional Inspectorate of South Sumatra Province in
2021 has not gone well on two variables, namely in organization and interpreiation. in this
study, it is suggested fo the Whistleblowing System Application Management Unit 1o
strengthen officers in the Whistleblowing System Application Management Unil, io add
equipment, work lools, supporting facilities and infrastructure needed by officers to manage
the Whistleblowing Sysiem Application, te carry out ongoing socialization in the South
Sumatra Provincial Government and the community South Sumatra Province, and issue
implementation instructions and technical instructions regarding the Whistleblowing System
application policy.

Keyword : Implementation, the Whistleblowing System Application
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi masih menjadi permasalahan yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan Indeks
Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018 Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara.
Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah
nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan
dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1
(satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi
maksimal meskipun dari segi posisi meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi
bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.

Berdasarkan data Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga yang dilakukan ICW
(Indonesia Corruption Watch) Tahun 2018, hasil pemetaan kasus korupsi berdasarkan
Provinsi diketahui sekitar 94 persen terjadi di daerah. Kasus korupsi telah terjadi di
lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahkan di perusahaan milik negara pun juga
ditemukan adanya korupsi. Dalam konteks lembaga eksekutif, kasus korupsi lebih banyak
dilakukan di pemerintah daerah, yakni pemerintah kabupaten; pemerintah desa; pemerintah
kota; dan pemerintah provinsi. Selain itu, kementerian tidak luput dari upaya penegak
hukum dalam menindak kasus korupsi. Pemerintah daerah menjadi lembaga yang paling
dominan terjadinya korupsi. Sebanyak 170 kasus korupsi yang terjadi di pemerintah
kabupaten dengan nilai kerugian negara sebesar Rp833 miliar. Jumlah aktor yang
ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 390 orang. Kemudian, pemerintah provinsi
sebanyak 20 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp7,9 miliar.

ICW juga melakukan pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan daerah yang
rawan terjadi tindak pidana korupsi. Ada sebanyak 35 daerah yang ICW pantau pada

tingkat provinsi dan nasional. Berdasarkan data Pemetaan Korupsi Berdasarkan Provinsi



Tahun 2018, penegak hukum di Sumatera Selatan ada diurutan ke- 19 yang menangani
sebanyak 8 kasus dugaan korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp5,3 miliar.

Salah satu strategi KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia)
dalam upaya pemberantasan dan pecegahan korupsi ialah dengan memberikan fasilitas
dengan sudah dibangunnya saluran pengaduan praktik tindak pidana korupsi dengan
memanfaatkan teknologi yaitu Whistleblower System.

Gambar 1. Aplikasi Whistleblower System milik KPK RI

l " KPK Whistleblower System X +
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Kormisi Pemberantasan Korupsi

. .
Registrasi
Jika ingin membuat pengaduan dugaan
tindak pidana korupsi untuk pertama kali,
silahkan daftar disini:
KPK WHISTLEBLOWER SYSTEM Usetiiainie
Anda mengetahui tindakan korupsi yang telah atau akan dilakukan cleh seseorang yang Anda kenal?

Untuk Anda yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut
identitasnya terungkap, karena kebetulan Anda mengenal pelaku, misal atasan atau teman kerja, Anda
dapat menggunakan sistem ini.

Anda dapat melaporkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang kepada bagian Pengawasan
Internal di tempat Anda bekerja. Tidak perlu takut identitas Anda akan terungkap karena KPK akan
menjamin identitas Anda. Jadilah whistleblower bagi KPK!

Konfirmasi Password

Sumber: Diakses melalui tautan kws.kpk.go.id

Whistleblowing System (WBS) merupakan sarana seorang pegawai untuk
melaporkan kepada organisasi perihal adanya perbuatan yang berindikasi pelanggaran
maupun tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi, memiliki akses informasi
yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran maupun tindak pidana korupsi tersebut.

Apabila kementerian/lembaga belum memiliki WBS, KPK akan memberikan akses
kepada kementerian/lembaga yang bersangkutan untuk menggunakan dashboard yang
sudah dibangun oleh KPK. Tetapi, apabila kementerian/lembaga telah memiliki sistem
WBS, akan dibangun dashboard, dinamakan iWeb. Dashboard ini akan menampilkan field-

field yang telah disepakati, misalnya tanggal dan judul laporan, tempat kejadian ataupun



satuan kerja. Untuk opsi ini, KPK akan menginstal aplikasi bernama Aplikasi Pertukaran
Informasi Aduan (Aroma Kopi) di Whistleblowing System yang sudah ada.

Pada Inspektorat Daerah Provinsi. Sumatera Selatan sebelum dibangunnya
Whistleblowing System, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan pengaduan di Inspektorat
Daerah Provinsi Sumsel belum melibatkan kemajuan teknologi informasi jadi salah satu
bentuk dan sarana laporan pengaduan yang digunakan hanya sebatas “(disebutnya) surat
kaleng” yang tidak dapat diketahui secara pasti siapa atau dari instansi/lembaga mana
pelapor sebenarnya walaupun saat melaporkan pengaduan si pelapor menyertakan bukti-
bukti kebenaran yang seharusnya bisa dengan segera ditindaklanjuti. Berbeda dengan
zaman sekarang yang telah menerapkan teknologi informasi untuk membantu
mempermudah pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan salah satunya dengan telah
diterapkannya Whistleblowing System yang mana merupakan bentuk inovasi dalam
pengawasan dan pelaporan pengaduan. Pada sistem ini dapat diketahui pelapornya atau
disebut dengan Whistleblower dan Whistleblower diberikan jaminan kerahasiaan identitas
sebagai bentuk perlindungan pada Whistleblower, maka Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan dipilih menjadi koordinasi penanganan dan tindak lanjut atas pengaduan
terkait dengan tindak pidana korupsi serta mengintegrasikan aplikasi penanganan

pengaduan dengan KPK RI.



Gambar 2. Aplikasi Whistleblowing System milik Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan
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Sumatera Selatan, merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap karena kebetulan Anda
mengenal pelaku, misal atasan atau teman kerja, Anda dapat menggunakan sistem ini.

Anda dapat orkan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang kepada Inspektorat Dacrah
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Kesepakatan antara KPK RI dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

untuk berkoordinasi dalam mengelola sistem pelaporan penanganan pengaduan tertulis

secara sah dalam :

1. Surat Pengantar KPK Nomor R/677/PM.00.00/30-35/03/2021 perihal Perjanjian
Kerjasama Penanganan Pengaduan.

2. Perjanjian Kerja Sama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tentang Penanganan Pengaduan
Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor : 016/PKS-
INSPEKTORAT/1/2020.

3. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 269/KPTS/ITDAPROV/2020

Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang

Tata Cara Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana



Korupsi (Whistleblowing System) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

4. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Lembaga inspektorat merupakan mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) yang mempunyai peran sebagai lembaga pengawasan untuk mencegah korupsi dan
penyimpangan. Dalam menjalankan peran pengawasan untuk mencegah korupsi, lembaga
inspektorat khususnya Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan KPK
RI mengelola sistem penanganan pengaduan dengan menggunakan berbagai media
penerimaan pengaduan salah satunya melalui website penanganan pengaduan yang diberi
nama Whistleblowing System Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Whistleblowing
System merupakan salah satu dari tujuh elemen penguatan pengawasan. Tujuh elemen
penguatan pengawasan, sebagai faktor pengungkit dalam pembangunan reformasi birokrasi
terdiri dari (1) Gratifikasi, (2) Penerapan SPIP, (3) Pengaduan Masyarakat, (4)
Whistleblowing System, (5) Penanganan Benturan Kepentingan, (6) Pembangunan Zona
Integritas, dan (7) SPIP.

Gambar 3. Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Setelah ditetapkannya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penanganan
Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pengelola Pengaduan, maka Inspektorat
wajib menjalankan tanggung jawab ini dengan maksimal dan sesuai pada apa yang telah
tertulis. Strategi penanganan korupsi secara efektif tidaklah mudah oleh karena itu,
Inspektorat Daerah Provinsi Sumsel menyadari bahwa pencegahan dan pemberantasan
korupsi tidak bisa dilakukan sendiri melainkan harus bersinergi dengan stakeholder lainnya
sehingga pemberantasan korupsi berdaya guna dan berhasil guna.

Gambar 4. Banner Aplikasi Whistleblowing System Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
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Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Jumlah pengaduan masuk melalui Whistleblowing System terkait tindak pidana

korupsi yang telah dan sedang ditindaklanjuti oleh Petugas Whistleblowing System di

bagian Inspektur Pembantu Investigasi, yakni :

Tabel 1. Jumlah Aduan Masuk di Whistleblowing System

No | Bulan/Tahun Jenis Pengaduan Jumlah Pengaduan Keterangan
1 Dana Desa 1 Sudah ditindaklanjuti
Februari 2021 | Kebijakan  Pemerintah
2 1 Sudah ditindaklanjuti
Daerah
3 Dana Desa 1 Sudah ditindaklanjuti
4 | Agustus 2021 | Covid-19 1 Sudah ditindaklanjuti
5 Sektor Pertanian 1 Sudah ditindaklanjuti
Fisik Proyek Kota
6 1 Sudah ditindaklanjuti
Februari 2022 | Palembang
7 Fisik Proyek Kabupaten 1 Sedang ditindaklanjuti
Total 7

Sumber: Petugas Whistleblowing System Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Implementasi aplikasi Whistleblowing System Provinsi Sumatera Selatan yang
dikelola Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat hambatan-hambatan
dalam menjalankan isi kebijakannya sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai masih
belum terlaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri. Dalam
mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dibutuhkan sumber daya manusia yang
berintegritas, kompeten, dan profesional sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dan
terhindar dari pelanggaran/tindak pidana yang dapat merugikan organisasi. Mengenai
sumber daya manusia dalam pelaksanaan WBS terdiri dari Administrator WBS, Petugas
Registrasi Laporan/Pengaduan yang Masuk, Supervisor Verifikasi, Verifikator, Supervisor

Telaah, Penelaah, dan Reviewer Akhir. Untuk sumber daya manusia di Inspektorat Daerah




Provinsi Sumatera Selatan yang mengelola WBS jumlahnya masih sedikit serta petugas
yang ditunjuk untuk mengelola WBS sudah memiliki tugas dan fungsi lain yang
sebelumnya telah menjadi tanggung jawab mereka, maka untuk SDM APIP dan Pengelola
WBS TPK Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih belum terpenuhi. Dalam
penerapan atau aplikasinya sudah memiliki prosedur kerja dan program kerja berbentuk
surat keputusan tetapi untuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam mengelola
Aplikasi Whistleblowing System belum dibuat dengan jelas dan lebih tegas ke dalam
bentuk surat keputusan. Selanjutnya dalam aplikasi WBS masih terjadi error yang
membuat sulit Petugas Whistleblowing System dan Whistleblower apabila ingin
mengaksesnya. Untuk itu Whistleblower masih harus kembali dialihkan melapornya
melalui surat biasa yang disebutnya surat kaleng. Hal ini menjadikan jumlah laporan yang
masuk melalui aplikasi WBS terhitung sedikit dan salah satu manfaat aplikasi WBS yaitu
agar lebih efektif dan efisien karena apabila melapor melalui aplikasi WBS datanya
terkoneksi dan terkoordinasi dengan KPK belum terlaksana dengan baik yang mana ini
berarti belum berhasilnya pembangunan reformasi birokrasi untuk penguatan pengawasan
dalam bentuk kemajuan teknologi informasi yakni dari melaporkan dan mengirim data
secara konfensional ke digitalisasi.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai
Implementasi Whistleblowing System sebagai salah satu upaya pemberantasan tindak
pidana korupsi yang dikelola Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena dalam
penerapan aplikasi Whistleblowing System ini belum berjalan dengan baik. Penulis
mengkaji Implementasi Whistleblowing System menggunakan Teori Charles O. Jones agar
mempermudah penulis dalam membahas menyeluruh dan mendalam mengenai

Implementasi Kebijakan Publik yang terdiri dari tiga aktifitas utama yakni (1) Organisasi,



(2) Interpretasi, (3) dan Penerapan atau Aplikasi. Selanjutnya diharapkan agar dapat
menetapkan tugas dan tanggung jawab yang sesuai kepada para petugasnya.

Beberapa studi menunjukkan bahwa kajian tentang WBS telah cukup banyak dikaji
dari berbagai aspek antara lain Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan
peningkatan Good Government Governance (Mutiara, Nira. 2018), Kegunaannya dalam
pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (Asri, Wilis, dan Novianti,
Nurlita. 2019), Pedoman Whistleblowing System (Auzan, Muhammad. 2018; Rizqi, Amar
Irfan. 2019). Semua riset ini membuktikan bahwa bahasan kajian WBS sangat luas
cakupannya.

Penelitian Implementasi Kebijakan WBS sudah pernah dilakukan oleh peneliti
seperti Rizky Hasudungan Siregar, 2018. Fokus penelitian tersebut melihat faktor utama
yang mempengaruhi dan juga cenderung melihat hanya dari aspek Implementasi Kebijakan
sebagaimana dikemukakan Edwards III yaitu sumber daya, komunikasi, disposisi, dan
struktur birokrasi. Padahal ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan
Implementasi Kebijakan WBS.

Dalam tinjauan Ilmu Administrasi Publik, kehadiran WBS dipahami sebagai
fenomena respon pemerintah daerah melalui sebuah kebijakan publik sebagai media
penerimaan dan penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi
atau akan terjadi melibatkan Pejabat/Pegawai/Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bagi
para peneliti, potret berbagai keberhasilan dan kegagalan Kebijakan WBS selama ini
banyak ditinjau dari Aspek Analisis Penerapan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan.

Kajian tentang Whistleblowing System sangat menarik bagi Peneliti. Penelitian
Implementasi Kebijakan WBS yang fokus menjelaskan proses yang memerlukan tindakan-
tindakan sistematis dari aktifitas pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan/aplikasi

sebagai faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi Kinerja Implementasi Kebijakan



masih belum ada. Padahal menurut Charles O. Jones, Keberhasilan Implementasi
Kebijakan dipengaruhi oleh tiga aktifitas besar yaitu Pengorganisasian, Interpretasi, dan
Penerapan/Aplikasi. Dengan demikian riset yang dilakukan ini akan memberikan
kontribusi teoritik dalam Studi Implementasi Kebijakan WBS khususnya pada Teori
Charles O. Jones.
B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Aplikasi Whistleblowing System
Sebagai Salah Satu Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Inspektorat
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021?”
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui implementasi aplikasi whistleblowing system sebagai salah satu upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi pada inspektorat daerah provinsi sumatera selatan
tahun 2021. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu, secara teoritis hasil penelitian ini
diharapkan dapat memperluas kajian dan bisa menjadi referensi untuk penelitian terutama
kajian tentang implementasi kebijakan aplikasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan secara praktis, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terutama

mengenai Aplikasi Whistleblowing System.
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